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ABSTRAK

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I merupakan kejahatan
serius yang berdampak luas terhadap ketertiban sosial dan masa depan generasi
bangsa. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika menuntut penerapan
hukum yang tepat, adil, dan proporsional, khususnya dalam pertimbangan hakim
saat menjatuhkan putusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara
yuridis pemenuhan unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika
Golongan I berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika, menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
sanksi pidana ditinjau dari aspek individualisasi pidana dan prinsip keadilan,
mengkaji implementasi prinsip proporsionalitas pemidanaan serta dampaknya
terhadap pemberantasan kejahatan narkotika, dan mengidentifikasi kendala dalam
penerapan hukum pidana serta upaya mengatasinya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan bahan hukum
primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Negeri
Medan Nomor 1838/Pid.Sus/2025/PN Mdn, serta bahan hukum sekunder berupa
literatur dan doktrin hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh
unsur Pasal 114 ayat (1) telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana telah mencerminkan
penerapan asas individualisasi pidana dan prinsip keadilan. Implementasi prinsip
proporsionalitas pemidanaan dilakukan dengan menyeimbangkan tujuan
pembalasan, pencegahan, dan pembinaan.

Kendala utama dalam penerapan hukum pidana narkotika terletak pada
keterbatasan pembuktian jaringan peredaran dan pendekatan pemidanaan yang
masih dominan represif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemidanaan yang
lebih komprehensif dan berkeadilan dalam pemberantasan kejahatan narkotika.
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ABSTRACT

The crime of drug abuse, Class I, is a serious crime with a broad impact
on social order and the future of the nation's generations. Law enforcement
against drug crimes requires the application of appropriate, fair, and
proportional law, particularly in the judge's considerations when issuing a
verdict. The objective of the research was to analyze the legal fulfillment of the
elements of the crime of narcotics abuse Class I based on Article 114 paragraph
(1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, analyze the judge's
considerations in imposing criminal sanctions in terms of the aspects of criminal
individualization and the principle of justice, examine the implementation of the
principle of proportionality of punishment and its impact on the eradication of
narcotics crimes, and identify obstacles in the application of criminal law and
efforts to overcome them.

This research uses a normative legal research method with a statutory
approach and a case approach, with primary legal materials in the form of laws
and  regulations and the Medan District Court Decision Number
1838/Pid.Sus/2025/PN Mdn, as well as secondary legal materials in the form of
literature and criminal law doctrine. The results of the research indicate that all
elements of Article 114 paragraph (1) have been fulfilled legally and
convincingly.

The judge's considerations in imposing criminal sanctions have reflected
the application of the principle of criminal individualization and the principle of
Justice. The implementation of the principle of proportionality of punishment is
carried out by balancing the objectives of retribution, prevention, and
development.

The main obstacles in the implementation of narcotics criminal law lie in
the limited evidence available to establish distribution networks and the
pred,gmtmmﬁ{v‘ repressive approach to sentencing. Therefore, a more
comprehensz\ e and equitable sentencing policy is needed to eradicate narcotics

r(me,

Keﬁwords. Judicial ' Considerations; Narcotics; Individualization of Criminal
" Procedure




